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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan serta pembahasan 

yang telah diuraikan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok 

Selatan Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 tahun 2023 

tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. 

Implementasi Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan melalui 

kebijakan/program dan integrasi program lintas organisasi perangkat daerah (OPD) 

yaitu :  

a. Melaksanakan Program/Kebijakan yang dilaksanakan mendukung Implementasi 

Kabupaten Layak Anak 

1) Penguatan Gugus Tugas KLA dan Penyusunan RAD KLA  

2) Sosialiasi pencegahan perkawinan anak,  

3) Pelayanan kesehatan ramah anak,  

4) Pemenuhan akta kelahiran dan identitas anak,  

5) Ruang bermain ramah anak,  

6) Penanganan kasus melalui P2TP2A Sarantau Sasurambi,  

7) Gerakan ayah jempol dan edukasi pengasuhan positif, 

8) Pembentukan/ Revitalisasi PATBM. 

b. Melakukan Koordinasi dalam Pelaksanaan Daerah KLA 

1) Dinas/OPD terkait 
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2) Nagari ( PATBM, Forum anak nagari) 

3) Dunia Usaha 

4) Lembaga Masyarakat 

5) Forum Anak 

2. Kendala-kendaala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 

tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok 

Selatan  antara lain: 

1) Keterbatasan anggaran daerah 

2) Koordinasi lintas sektor antar OPD belum sepenuhnya terintegrasi dalam 

penyelenggaraan KLA. 

3) Data anak yang terintegrasi antar OPD belum tersedia sebagai d 

4) Sarana dan prasarana ramah anak belum memenuhi standar dan belum merata 

di seluruh wilayah. 

5) Penegakan aturan perlindungan anak masih menghadapi kendala dalam 

pelaporan dan penanganan kasus. 

3. Upaya-upaya yang di lakukan dalam Implemetasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 

2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Solok Selatan 

antara lain : 

1) Mendorong keterlibatan dunia usaha melalui dukungan CSR 

2) Melakukan penguatan kebijakan dan integrasi program lintas OPD dalam 

penyelenggaraan KLA. 

3) Memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus perlindungan anak 

melalui UPTD PPA. 

4) Menyediakan sarana dan prasarana ramah anak  

5) Meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan kampanye kepada masyarakat 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu meningkatkan alokasi 

serta efektivitas anggaran untuk mendukung penyelenggaraan 

Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan 

penguatan koordinasi dan komitmen lintas OPD agar program 

Kabupaten Layak Anak dapat terlaksana secara terpadu dan sinergis. 

Pemerintah daerah juga diharapkan memperluas serta mengintensifkan 

sosialisasi dan edukasi mengenai Kabupaten Layak Anak sehingga 

pemahaman serta partisipasi masyarakat semakin meningkat. 

2. Pemerintah daerah perlu segera membangun dan mengintegrasikan 

sistem data anak lintas OPD sebagai dasar perencanaan dan evaluasi 

kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penguatan penegakan aturan 

perlindungan anak juga perlu terus dilakukan melalui peningkatan 

kapasitas UPTD PPA serta optimalisasi mekanisme pelaporan dan 

penanganan kasus. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana ramah 

anak harus dilaksanakan secara bertahap dan merata sesuai dengan 

standar serta skala prioritas daerah. 
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